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Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadapan lda Sang Hyang
Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan
tepat waktu.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban institusi pemerintah/Perangkat
Daerzh dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika
melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan instansi
pemerintah diukur dari kinefja, hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas
penggunaan anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian sasaran
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan tahun anggaran tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modai dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2024, disusun dengan
menyajikan gambaran tentang capaian kinerja dalam melaksanakan kewajiban
sesuai program dan Kkegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini
mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara
kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan sebagai
wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan di sisi {ain
merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan
dalam mendukung proses evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal tersebut terutama untuk
pelaksanaan ke depan agar terdapat peningkatan efektifitas dan produktivitas
kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
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RINGKASAN EKSEKUTIF I

Dalam upaya mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024 — 2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 1 (satu) Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Bali yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali dan Tujuan 7
(tujuh) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik. Sasaran yang menjadi acuan yaitu Sasaran 1.3.
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Lapangan Kerja
dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali dan Sasaran 7.3. Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
dan Inovasi Daerah.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui
Renstra periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran
strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta
optimalnya sistem layanan perizinan. Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin
dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak
dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali adalah:

1) Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali

2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan anggaran Tahun
2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian

tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.
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Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas
pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis
Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,
pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investas Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali
melalui  indikator  kinerja utama  persentase peningkatan nilai
investasi/penanaman modal untuk tahun 2024 tercapai melebihi target yang
direncanakan, hal tersebut disebabkan karena meningkatnya pemahaman
dan kepatuhan pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman
modal (LKPM) setiap triwulan. Untuk pencapaian kinerja sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui
indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan
berusaha, perizinan dan non perizinan, untuk tahun 2024 juga sudah tercapai
melebihi target yang direncanakan. Jadi secara keseluruhan pencapaian
kinerja sudah 100%.

Belanja  Langsung Tahun 2024 dengan anggaran  sebesar
Rp. 17.467.233.543,00 terserap sebesar Rp. 16.018.622.066,00 atau
91,71%.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2024 telah tercapai 100%.

Beberapa penyebab keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut

antara lain:

1.

Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam
menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan.

Adanya komitmen pimpinan beserta jajaran unit pelaksanaan pelayanan
publik untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, mudah

transparan dan pasti.
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Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk

tahun-tahun kedepan adalah :

1.

Membangun sistem potensi investasi, yang berisi database potensi investasi
yang menampilkan peta potensi (peluang investasi, potensi komoditas, profil
daerah, infrastruktur dan energi).

Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor
dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai stakeholder.
Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi
yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan
pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan
antar wilayah.

Pengembangan fasilitasi kemitraan/matchmaking di bidang penanaman
modal.

Melakukan pengawasan dan lebih ditingkatkan terkait sosialisasi/bimtek
kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan
perundangan yang berlaku.

Koordinasi terkait kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota lebih
diintensifkan lagi.

Memberikan pelayanan selalu berpedoman pada SOP dan lebih ditingkatkan

lagi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara,
sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih
dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan
bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun
2024 diharapkan dapat :

1. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang
didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak
lain yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan

program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2024, yaitu:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT |7====--- !

SUB BAGIAN i
UMUM DAN !
KEPEGAWAIAN !

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL & PELAKSANA




Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok Dinas yang
mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali vyaitu
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
menyelenggarakan Fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat
mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung,
kekuatan dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan
struktur organisasi, sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia maupun
yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan

dengan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.



1.4.1su —isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat

dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

1. Belum optimalnya nilai investasi.

2. Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non

perizinan.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat

mempengaruhi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari

dalam organisasi itu sendiri :

a.

Kekuatan (Strength)

Faktor-faktor strategis internal yang dapat menjadi sumber kekuatan

antara lain :

1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan
penanaman modal.

2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3) Adanya Peraturan Perundang — undangan yang mendukung
kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan.

4) Adanya Struktur Organisasi yang jelas.

Kelemahan ( Weakneses)

Disamping kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

juga memiliki kelemahan-kelemahan internal yaitu :

1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai.

2) Belum optimalnya pemahaman tujuan dan sasaran organisasi
oleh pegawai.

3) Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.



2. Lingkungan Eksternal

a.

b.

Peluang (Opportunities)

1)

2)

3)

4)

5)

Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu
destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup
memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
Terkenalnya nama Bali (sebagai Brand Name), sebagai daerah
tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi
Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi
jual beli hasil produksi.

Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif
terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku,
agama dan asal negara.

Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk
dunia usaha secara profesional.

Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh

untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

Ancaman/Tantangan (Threats).

1)

2)

3)

Penerapan otonomi daerah, ternyata tidak selalu memberikan
keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya
ketidakpastian hukum berinvestasi.

Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan
permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif
investasi.

Pembangunan wilayah yang tidak seimbang, antar
Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai

masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.



4) Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif
kecil (5.780,06 KM?) tidak sebanding dengan jumlah penduduk
4.32 juta jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan
marjinal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.

5) Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah
Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali
sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan

terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas
maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi
diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman,
Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi diversifikasi konsentris adalah strategi dengan meningkatkan
kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul.
Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi sebagai berikut :
1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi

daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang
handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta
dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang
kuat.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan
tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai
ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap
pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman
Modal di Provinsi Bali.

3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan
pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi
perizinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan

pelayanan terhadap publik.



1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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2.4. Rencana Kinerja Tahun 2024
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3.2. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam upaya mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 1 (satu) Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Bali yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali dan
Tujuan 7 (tujuh) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sasaran yang menjadi
acuan yaitu Sasaran 1.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu
Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali dan
Sasaran 7.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerabh.

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut,
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026 menetapkan
1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Tujuan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah
terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem
layanan perizinan.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :
1) Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.
2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non

perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
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b. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah mewujudkan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

a. Strategi, Kebijakan, Program Sasaran Pertama:

1)

2)

3)

Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah meningkatkan

investasi daerah.

Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah:

a. Mendorong kerjasama  promosi, pengawasan dan
pengendalian penanaman modal

b. Memberikan insentif investasi.

Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan

kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran pertama sebagai

berikut :

a) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

b) Program pengembangan iklim penanaman modal

c) Program promosi penanaman modal

d) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman

modal

b. Strategi, Kebijakan, Program Sasaran Kedua:

1)

Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah.
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2) Kebijakan
Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah

optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudabh.

3) Program
Program dari

masing-masing urusan Yyang melaksanakan

kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran kedua sebagai

berikut:

a. Program pelayanan penanaman modal

b. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti yang telah diuraikan

diatas, maka untuk mengukur keberhasilan (Outcome) dalam mencapai

masing-masing dari

sasaran strategis,

Dinas Penanaman Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang dapat dilihat pada
tabel berikut :

NO EK\ISEE;:NUTS-?g:TégTSU/ INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (ALASAN) PENANGGUNG SUMBER DATA
UTAMA /FORMULA JAWAB

HASIL (OUTCOME)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya nilai | Persentase peningkatan nilai | Jumlah nilai investasi | Kepala Dinas Press Rilis
investasi Penanaman | investasi/ penanaman modal tahun evaluasi dikurangi | Penanaman Modal Kementerian
Modal Dalam Negeri jumlah nilai investasi tahun | dan Pelayanan investasi/BKPM
(PMDN) dan Penanaman sebelum evaluasi dibagi | Terpadu Satu Pintu
Modal Asing (PMA) di jumlah nilai investasi tahun | Provinsi Bali
Provinsi Bali sebelum evaluasi dikali

100 persen

2 Meningkatnya  kualitas | Indeks kepuasan masyarakat | Total nilai persepsi per | Kepala Dinas Kuisioner yang
pelayanan perizinan | pelayanan perizinan berusaha, | unsur dibagi total unsur | Penanaman Modal diisi oleh
berusaha, perizinan dan | perizinan dan non perizinan terisi dikali nilai | dan Pelayanan pemohon izin
nonperizinan yang cepat, perimbang. Terpadu Satu Pintu
efektif, efisien,transparan Provinsi Bali
dan akuntabel
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2.3. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN

Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) tahun,

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti terlihat dalam tabel berikut:

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA PADA TAHUN
KINERJA UTAMA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Terwujudnya Meningkatnya Nilai investasi (IKU Triliyun 15,21 | 15,56
peningkatan nilai nilai investasi Tahun 2020 s/d
investasi PMA PMA dan 2021)
maupun PMDN PMDN di
dan pelayanan Provinsi Bali
perizinan yang (Sasaran
cepat, Tahun 2019
transparan dan s/d 2023)
akuntabel
(Tujuan Tahun
2019 s/d 2023)
Persentase Persen 14 18
peningkatan nilai
investasi/penanaman
modal di luar
sarbagita (IKU
Tahun 2022 s/d
2023)
Meningkatnya Indeks pelayanan Skore 86,5 87
pelayanan publik perizinan dan
perizinan dan non perizinan (IKU
non perizinan Tahun 2020 s/d
yang cepat, 2021)
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
(Sasaran
Tahun 2019
s/d 2023
Indeks Kepuasan Skore 87,5 88

Masyarakat (IKU
Tahun 2022 s/d
2023)
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Terwujudnya Meningkatnya Persentase Persen 4,55
peningkatan nilai nilai investasi peningkatan nilai
investasi Penanaman investasi/penanaman
Penanaman Modal Dalam modal (IKU Tahun
Modal Dalam Negeri (PMDN) | 2024 s/d 2026)
Negeri (PMDN) dan
dan Penanaman Penanaman
Modal Asing Modal Asing
(PMA) serta (PMA) di
optimalnya Provinsi Bali
sistem layanan (Sasaran
perizinan Tahun 2024
(Tujuan Tahun s/d 2026)
2024 s/d 2026)
Meningkatnya Indeks kepuasan Nilai 88,50
kualitas masyarakat
pelayanan pelayanan perizinan
perizinan berusaha, perizinan
berusaha, dan non perizinan
perizinan dan (IKU Tahun 2024 s/d
non perizinan 2026)
yang cepat,
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
(Sasaran
Tahun 2024
s/d 2026)
2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali menyusun Dokumen Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari
tujuan, sasaran dan program tahunan, sebagaimana tabel berikut:
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA | gatyaN | TARGET
UTAMA
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya peningkatan | Meningkatnya nilai investasi Persentase % 4,55
nilai investasi Penanaman | Penanaman Modal Dalam peningkatan nilai
Modal Dalam Negeri Negeri (PMDN) dan investasi/penanaman
(PMDN) dan Penanaman | Penanaman Modal Asing modal
Modal Asing (PMA) serta | (PMA) di Provinsi Bali
optimalnya sistem layanan
perizinan
Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan Nilai 88,50

pelayanan perizinan
berusaha, perizinan dan
nonperizinan yang cepat,
efektif, efesien, transparan
dan akuntabel.

masyarakat
pelayanan perizinan
berusaha, perizinan
dan non perizinan
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2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2024)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja yang ingin
dicapai sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN UTAMA SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5
1. | Meningkatnya nilai investasi Persentase peningkatan % 4,55
Penanaman Modal Dalam nilai investasi/penanaman
Negeri (PMDN) dan modal

Penanaman Modal Asing
(PMA) di Provinsi Bali

2. | Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan Nilai 88,50
pelayanan perizinan masyarakat pelayanan
berusaha, perizinan dan perizinan berusaha,
nonperizinan yang cepat, perizinan dan non
efektif, efesien, transparan perizinan

dan akuntabel.

Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan iklim Pembuatan peta potensi
penanaman modal investasi provinsi

- Penyusunan peta potensi

: . L Rp. 480.968.560,00
investasi provinsi

2. Promosi penanaman modal Penyelenggaraan promosi
penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah
provinsi

- Pelaksanaan kegiatan
promosi penanaman modal Rp. 260.993.800,00
kewenangan provinsi



3.

Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal

Pengelolaan data dan
sistem informasi penanaman
modal

Pelayanan penanaman
modal
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Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi

- Pengawasan penanaman
modal

- Penyelesaian permasalahan
dan hambatan yang dihadapi
pelaku usaha dalam
merealisasikan kegiatan
usahanya

- Bimbingan teknis kepada
pelaku usaha

Urusan pengelolaan data dan
informasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal
yang terintegrasi pada tingkat
daerah provinsi

-Pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data dan informasi
perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

Penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas daerah
kabupaten/kota

-Penyediaan pelayanan
perizinan berusaha melalui
sistem perizinan berusaha
berbasis risiko terintegrasi
secara elektronik

Penanaman modal yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi
kewenangan daerah provinsi

- Penyediaan dan pengelolaan
layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko

Rp. 297.725.000,00

Rp. 299.590.560,00

Rp. 545.834.000,00

Rp. 106.084.280,00

Rp. 458.901.400,00

Rp. 155.186.420,00
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Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi

Bali, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai

investasi/penanaman modal, cara pencapaian sasaran ini dengan

menetapkan:

a.

Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan,
sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
» Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi.
- Sub kegiatan: penyusunan peta potensi investasi provinsi,
jumlah anggaran Rp. 480.968.560,00
Program promosi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan
dan anggaran sebagai berikut :
» Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

- Sub kegiatan: pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 260.993.800,00
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan

kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
e Kegiatan: pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
- Sub kegiatan: pengawasan penanaman modal, jumlah anggaran
Rp. 297.725.000,00
- Sub kegiatan: penyelesaian permasalahan dan hambatan yang
dihadapi pelaku wusaha dalam merealisasikan kegiatan
usahanya, jumlah anggaran Rp. 299.590.560,00
- Sub kegiatan: bimbingan teknis kepada pelaku usaha, jumlah
anggaran Rp. 545.834.000,00
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d. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

e Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan

non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat

Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data
dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran
Rp. 106.084.280,00

2. Tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efekif, efisien,
transparan dan akuntabel dapat diukur dengan indikator kinerja indeks
kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan. Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan :

a. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan, sub
kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
e Kegiatan: penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas
daerah kabupaten/kota.

- Sub kegiatan: penyediaan pelayanan perizinan berusaha
melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi
secara elektronik, jumlah anggaran Rp. 458.901.400,00

e Kegiatan: penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.
- Sub kegiatan: penyediaan dan pengelolaan layanan
konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, jumlah
anggaran Rp. 155.186.420,00
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian
kinerja, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan,
program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali tahun 2024. Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari
beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan, sub kegiatan, pengukuran atau
penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja berisi tingkat
keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing
indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan
kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 dilakukan dengan
beberapa cara yaitu :

1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 dengan
realisasinya.

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 untuk setiap indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan

adalah sebagai berikut :
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SASARAN KINERJA NTEATER
NO TUJUAN TUJUAN/SASARAN KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 6 7
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya nilai Persentase % 4,55 93,05
peningkatan nilai investasi peningkatan nilai
investasi penanaman Penanaman Modal investasi/penanaman
Modal Dalam Negeri Dalam Negeri modal
(PMDN) dan (PMDN) dan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Asing (PMA) serta Asing (PMA) di
optimalnya sistem Provinsi Bali
layanan perizinan
1.2. Meningkatnya Indeks kepuasan Nilai 88,50 93,594
kualitas pelayanan | masyarakat
perizinan berusaha, | pelayanan perizinan
perizinan dan non | berusaha, perizinan
perizinan yang | dan non perizinan
cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu "Terwujudnya peningkatan nilai
investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan, ditetapkanlah
sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali sebagai berikut :

a. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali dengan indikator
kinerja utama (IKU) Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman
modal. Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali menargetkan  peningkatan nilai
investasi/penanaman modal sebesar 4,55%, dengan realisasi sebesar
93,05%.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan
nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks kepuasan masyarakat
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sebesar
88,50 (nilai), realisasi sebesar 93,594 (nilai).
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Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN CAPAIAN TAHUN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
KINERJA 2020 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
UTAMA
TARGET | REALIS | TARG REALIS TAR REALI TAR REALI TAR REALI
ASI ET ASI GET SASI GET SASI GET SASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Terwujudnya Meningkatnya Nilai Triliyun 15,21 9,66 15,56 8,27
peningkatan nilai investasi investasi
nilai investasi PMA dan (IKU Tahun
PMA PMDN di 2020 s/d
maupun Provinsi Bali 2021)
PMDN dan (Sasaran
pelayanan Tahun 2019
perizinan s/d 2023)
yang cepat, Persentase Persen 14 10,24 18 19,39
transparan peningkatan
dan nilai
akuntabel investasi/
(Tujuan penanaman
Tahun 2019 modal di
s/d 2023) luar
sarbagita
(IKU Tahun
2022 s/d
2023)
Meningkatnya Indeks Skore 86,5 92,986 87 92,554
pelayanan pelayanan
perizinan dan publik
non perizinan perizinan
yang cepat, dan non
efektif, efisien, perizinan
transparan dan | (IKU Tahun
akuntabel 2020 s/d
(Sasaran 2021)
Tahun 2019
s/d 2023
Indeks Skore 87,5 93,68 88 92,128
Kepuasan
Masyarakat
(IKU Tahun
2022 s/d
2023)
1 Terwujudnya Meningkatnya Persentase Persen 4,55 93,05
peningkatan nilai investasi peningkatan
nilai investasi Penanaman nilai
Penanaman Modal Dalam investasi/
Modal Dalam Negeri penanaman
Negeri (PMDN) dan modal (IKU
(PMDN) dan Penanaman Tahun 2024
Penanaman Modal Asing s/d 2026)
Modal Asing (PMA) di
(PMA) serta Provinsi Bali
optimalnya (Sasaran
sistem Tahun 2024
layanan s/d 2026)
perizinan
(Tujuan
Tahun 2024
s/d 2026)
Meningkatnya Indeks Nilai 88,50 | 93,594
kualitas kepuasan
pelayanan masyarakat
perizinan pelayanan
berusaha, perizinan
perizinan dan berusaha,
non perizinan perizinan
yang cepat, dan non
efektif, efisien, perizinan
transparan dan | (IKU Tahun
akuntabel 2024 s/d
(Sasaran 2026)
Tahun 2024
s/d 2026)
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Terlihat pada tabel diatas bahwa beberapa kali ada perubahan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dari Tahun 2020 sampai dengan 2023, dengan
mengacu pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023, hal tersebut
disebabkan karena realisasi kinerja khususnya terkait investasi tidak tercapai
sesuai target yang direncanakan. Untuk Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama
menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya,
tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama
dengan sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali, tahun
2024 mengalami yang

direncanakan, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya begitu

peningkatan dan tercapai melebihi target

juga untuk indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pelayanan

perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, dengan sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk tahun

2024 realisasi terlihat melebihi target yang direncanakan.

. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan

Strategis (Renstra)

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Capaian Tahun | Target Renstra
Utama 2024 Tahun 2024
Target | Reali | Target | Reali
sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terwujudnya Meningkatnya nilai Persentase % 4,55 93,05 4,55 93,05

peningkatan nilai
investasi
Penanaman Modal

investasi
Penanaman Modal
Dalam Negeri

Dalam Negeri (PMDN) dan
(PMDN) dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Asing (PMA) di
Asing (PMA) serta Provinsi Bali

optimalnya sistem
layanan perizinan

peningkatan nilai
investasi/penanaman
modal
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Meningkatnya
kualitas pelayanan

perizinan dan non
perizinan yang
cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

perizinan berusaha,

Indeks kepuasan
masyarakat
pelayanan perizinan
berusaha, perizinan
dan non perizinan

Nilai 88,50

93,594

93,594

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran

sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari

indikator kinerja utama tahun 2024 sudah sesuai dengan target kinerja yang

ditargetkan dalam Renstra.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

No | Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Standar %
Tahun 2024 Nasional Capaian
1 2 3 4 5| 6
1 | Meningkatnya Persentase peningkatan
nilai investasi nilai investasi/penanaman | 48,55% NIHIL NIHIL
Penanaman modal
Modal Dalam
Negeri (PMDN)
dan Penanaman
Modal Asing
(PMA) di Provinsi
2 | Meningkatnya
Indeks kepuasan 93,594 (nilai) NIHIL NIHIL
pelayanan masyarakat pelayanan
perizinan perizinan berusaha,
berusaha, perizinan dan non
perizinan dan perizinan
non perizinan
yang cepat,
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
Untuk standar nasional terkait indikator persentase peningkatan nilai

investasi/penanaman modal dan indeks kepuasan masyarakat pelayanan

perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tidak ada (Nihil).
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5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

No Tujuan/ Indikator 2024 Analisis Solusi yang
Sasaran Kinerja Keberhasilan/ dilakukan
Strategis Target | Realisasi | Capaian Kegagalan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya | Persentase 4,55 % 93,05% | 317,53% | Meningkatnya Tetap
nilai investasi peningkatan pemahaman dan | melakukan
Penanaman nilai kepatuhan pelaku | pengawasan
Modal Dalam investasi/ usaha dalam | dan
Negeri penanaman menyampaikan memberikan
(PMDN) dan modal laporan kegiatan | bimbingan
Penanaman penanaman teknis (bimtek)
Modal Asing modal (LKPM) | pada pelaku
(PMA) di setiap triwulan usaha yang
Provinsi Bali belum
memahami
dan patuh
terhadap
peraturan
perundangan
yang berlaku
2 | Meningkatnya | Indeks 88,50 93,594 | 105,75% | - Adanya - Dalam
kualitas kepuasan (Nilai) (Nilai) komitmen memberikan
pelgyanan masyarakat pimpinan pelayanan
perizinan pelgyanan beserta jajaran Selalu
berusaha, perizinan .
perizinan dan berusaha, unit berpedoman
nonperizinan perizinan pelaksanaan pada SOP
yang cepat, dan non pelayanan .
efektif, efisien, | perizinan publik untuk - Tingkatkan
transparan dan selalu berupaya | kualitas
akuntabel memberikan Sumber
pelayanan Daya .
secara cepat, Manusia
mudabh, (SDM) dan
transparan dan Sarana
pasti. prasana
- Pelaksanaan - Tingkatkan
pelayanan pelayanan
publik pada prima
DPMPTSP

secara umum
mencerminkan
peningkatan
kualitas
pelayanan
perizinan
berusaha,
perizinan dan
non perizinan
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Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2024 telah dapat dicapai
100%, baik dalam pencapaian target persentase peningkatan nilai
investasi/penanaman modal dan pencapaian target indeks kepuasan masyarakat
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tercapai melebihi

target yang direncanakan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara
rencana kinerja dengan realisasi daripada aspek input, output dan outcome.
Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat
efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

No

Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (Rp) Realisasi Capaian

Meningkatnya nilai

Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)
dan Penanaman
Modal Asing
(PMA) di Provinsi
Bali

Meningkatnya

perizinan (Nilai) (Nilai)
berusaha,
perizinan dan non
perizinan yang
cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan
pencapaian kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali yang
didukung langsung oleh program pengembangan iklim penanaman modal,
program promosi penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan

penanaman modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi

Tujuan/ Indikator Kinerja Anggaran Tingkat
Sasaran Strategis Efisiensi

investasi 4,55% | 93,05% | 317,53% | 1.991.196.200 | 1.581.167.399 | 79,41% | 99,75%

kualitas pelayanan | 88,50 93,594 | 105,75% 614.087.820 602.667.820 | 98,14% | 99,07%
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penanaman modal yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam)
sub kegiatan dengan capaian kinerja 317,53% dan capaian anggaran 79,41%.
Sedangkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efekiif,
efisien, transparan dan akuntabel yang didukung langsung oleh program
pelayanan penanaman modal yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub
kegiatan dengan capaian kinerja 105,75% dan capaian anggaran 98,14%. Jadi
tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diukur dari pencapaian Indikator
Kinerja Utama sebesar 99,69%.

7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang
diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung
dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang benar-benar mendukung
pencapaian sasaran tersebut dan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis yang ingin diwujudkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan program, kegiatan dan sub

kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran strategis 1: Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali. Sasaran
tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase
peningkatan nilai investasi/penanaman modal, dengan tingkat capaian

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian

1. | Persentase peningkatan nilai 4 55% 93,05% 317,53%
investasi/penanaman modal
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Capaian kinerja yang tampak pada tabel diatas dihitung dengan formula
pengukuran sebagai berikut:

. . umlah Nilai Investasi Tahun Evaluasi — Jumlah Nilai Investasi Tahun Sebelum Evaluasi
Realisasi = 2 ) X 100%

Jumlah Nilai Investasi Tahun Sebelum Evaluasi

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut realisasi nilai investasi
sebesar:

~ 36.517.510.800.000 —18.916.365.612.614
Realisasi = X 100% = 93,05%
18.916.365.612.614

Dan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula pengukuran:

Realisasi

X 0
Target 100%

Capaian =

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut capaian dapat dihitung:

Capaian = 36.517.510.800.000 x 100% = 317,53%
11.500.500.000.000

Tingkat capaian indikator kinerja nilai investasi tahun 2024 adalah
317,53%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 4,55% dengan realisasi
sebesar 93,05%. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target, karena
meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha menyampaikan

laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan.
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Untuk mewujudkan pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA) di Provinsi Bali”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan :

1. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan dan
sub kegiatan sebagai berikut :

= Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi, sub kegiatannya
penyusunan peta potensi investasi provinsi, jumlah anggaran sebesar
Rp. 480.968.560,00 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus

enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

a@ €

KAJIAN

Output dari kegiatan yang dilaksanakan berupa jumlah kajian peta
potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha dengan target yang
dihasilkan 2 (dua) dokumen vyaitu Kajian Peta dan Potensi Investasi
Berbasis Sektor di Kabupaten Non Sarbagita Provinsi Bali dan Laporan

fasilitasi kemitraan/matchmaking di bidang penanaman modal.
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Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah
bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024. Secara keseluruhan

pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 480.968.560,00

- Realisasi Fisik 1 97,29%

- Realisasi Anggaran : Rp. 401.973.560,00 (83,58%)
- Sisa Anggaran : Rp. 78.995.000,00 (16,42%)

2. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan
sebagai berikut:

= Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah provinsi, sub kegiatannya pelaksanaan kegiatan

promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran

sebesar Rp.260.993.800,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan

ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pelaksanaan kegiatan promosi dengan mengikuti pameran Kriya
Indonesia dan JOGJA ITTAF 2024 di Yogyakarta pada tanggal 20
s/d 22 Juni 2024, dengan tujuan mempromosikan produk-produk
unggulan beserta potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta perusahaan/pelaku
usaha UMK di seluruh Indonesia agar dikenal luas oleh kalangan
investor dan para pembeli potensial dari dalam negeri dan

luar negeri.
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Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024. Secara

keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai

berikut:

- Anggaran : Rp. 260.993.800,00

- Realisasi Fisik : 88,51%

- Realisasi Anggaran : Rp. 160.484.999,00 ( 61,49%)
- Sisa Anggaran : Rp. 100.508.801,00 (38,51%)

3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
= Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

a. Pengawasan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar
Rp. 297.725.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus

dua puluh lima ribu rupiah).

Kegiatan pengawasan penanaman modal dilaksanakan dalam
bentuk pengawasan lapangan dengan turun ke lokasi perusahaan.
Kemudian melaksanakan verifikasi kegiatan usaha dengan izin yang
dimiliki. Pengawasan secara langsung ke lokasi proyek perusahaan
dengan target 100 perusahaan, terealisasi sebanyak 72

perusahaan.
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b. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku
usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, jumlah anggaran
sebesar Rp. 299.590.560,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan

juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Kegiatan tersebut salah satu upaya memfasilitasi pelaku usaha
dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi
pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Kegiatan
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha
dengan target 13 pelaku usaha, terfasilitasikan sebanyak 14 pelaku

usaha.

c. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, jumlah anggaran sebesar
Rp.545.834.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus
tiga puluh empat ribu rupiah).
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Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam bentuk paket
meeting dalam kota. Bimbingan teknis dibagi menjadi 2 (dua)
bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha
berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
serta bimbingan teknis/sosialisasi laporan kegiatan penanaman
modal (LKPM) bagi pelaku usaha dengan skala usaha menengah
dan tinggi.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah
bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024. Secara

keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai

berikut:

- Anggaran : Rp. 1.143.149.560,00

- Realisasi Fisik : 96,88%

- Realisasi Anggaran : Rp. 912.624.560,00 ( 79,83%)
- Sisa Anggaran : Rp. 230.525.000,00 ( 20,17%)

4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,
kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah
Provinsi, sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran sebesar
Rp. 106.084.280,00 (seratus enam juta delapan puluh empat ribu dua

ratus delapan puluh rupiah).

|

- @

LAFORAN PERIZINAN
BERUSAHA TAHMUN 2024

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

| ez s s L
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Kegiatan dalam bukti dukung dokumentasi tersebut dalam rangka

melakukan konsulidasi data izin dan non izin yang diterbitkan oleh

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah

bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024. Secara keseluruhan

pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Anggaran : Rp. 106.084.280,00
Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Anggaran : Rp. 106.084.280,00 ( 100%)
Sisa Anggaran :Rp. O,-

. Sasaran strategis 2: meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha,

perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan

akuntabel. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan

non perizinan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian

1.

Indeks kepuasan masyarakat 88,50 93,594 105,75%
pelayanan perizinan berusaha,
perizinan dan non perizinan

Capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan formula pengukuran

sebagai berikut:

Realisasi = x nilai perimbang

Total nilai persepsi per unsur

Total unsur terisi

Berdasarkan formula pengukuran diatas realisasi dapat dihitung:

Realisasi =

33,694

* 25 = 93,594
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Sedangkan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula

pengukuran sebagai berikut :

realisasi

X 100

Capaian =
Target

Berdasarkan formula pengukuran diatas capaian dapat dihitung :

Capaian = —222x 100 = 105,75%
88,50

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat
perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tahun 2024 adalah
105,75%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 88,50 (Nilai) dengan
realisasi 93,594 (Nilai). Survey IKM dilaksanakan dari bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun 2024, dengan jumlah responden sebanyak
1.708 orang. Dari jumlah tersebut karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 921 orang (53,93%),
karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir terbesar adalah S1,
S2 keatas dengan jumlah 1.138 orang (66,33%). Kemudian karakteristik
responden berdasarkan pekerjaan utama terbanyak adalah
wiraswasta/usahawan dengan jumlah 692 orang (40,51%). Kedua
karakteristik terakhir responden erat kaitannya dengan jenis izin yang dicari

terbesar adalah izin penelitian sebanyak 601 orang (38,45%).

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi IKM Konversi IKM Pelayanan Pelayanan
1 1,00 - 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,0640 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0641 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,56324 — 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik
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Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 93,594 sampai
dengan bulan Desember 2024, apabila kita lihat tabel tersebut di atas, maka
dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah
“Sangat Baik” (A).

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat,
efektif, efesien, transparan dan akuntabel”’, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan:

1. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan
sebagai berikut:

a. Kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah
Kabupaten/Kota, sub kegiatan:

= Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem
perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik,
jumlah anggaran sebesar Rp. 458.901.400,00 (empat ratus lima

puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus rupiah).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melakukan verifikasi
lapangan terkait sistem OSS RBA, salah satunya untuk
menunjang kegiatan usaha (PBUMKU) pembangunan atau
penempatan bangunan dan jaringan utilitas pada bagian-bagian

jalan provinsi pada sistem OSS RBA.
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b. Kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi, sub

kegiatan:

Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan
berusaha  berbasis risiko, jumlah anggaran  sebesar
Rp. 155.186.420,00 (seratus lima puluh lima juta seratus delapan

puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat/pelaku usaha dalam
proses pembuatan izin, maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melakukan sosialisasi
perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan dengan tema
"Layanan Perizinan Ceria (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan
Akuntabel)”. Layanan perizinan ceria sangat diterima oleh
masyarakat, sehingga memudahkan  masyarakat untuk

mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024. Secara
keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai
berikut:

- Anggaran - Rp. 614.087.820,00

- Realisasi Fisik : 100%

- Realisasi Anggaran : Rp. 602.667.820,00 (98,14%)

- Sisa Anggaran : Rp. 11.420.000,00 (1,86%)
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Tabel 7.1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No | Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Capaian Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian | Menunjang/
Strategis % dan Sub Kegiatan % Tidak
Menunjang
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya Persentase 317,53% Program Jumlah proyek 100% Menunjang
nilai investasi peningkatan nilai pengembangan berskala nasional
Penanaman investasi/penanaman iklim penanaman | (PMDN/PMA)
Modal Dalam modal modal
Negeri (PMDN)
dan
Penanaman
Modal Asing
(PMA) di
Provinsi Bali
Kegiatan: Jumlah kajian 100%
Pembuatan peta peta potensi dan
potensi investasi peluang investasi
provinsi berbasis jenis
usaha
Sub kegiatan: Jumlah dokumen 100%
Penyusunan peta | peta potensi
potensi investasi investasi provinsi
provinsi
Program promosi | Persentase 100% Menunjang
penanaman peningkatan
modal investor yang
mengajukan
permohonan
penanaman
modal di Provinsi
Bali
Kegiatan: Jumlah dokumen 50%
Penyelenggaraan | publikasi
promosi promosi
penanaman penanaman
modal yang modal
menjadi
kewenangan
daerah provinsi
Sub kegiatan: Jumlah dokumen 100%
Pelaksanaan hasil kegiatan
kegiatan promosi | promosi
penanaman penanaman
modal modal provinsi
kewenangan
provinsi
Program Nilai investasi 100% Menunjang

pengendalian
pelaksanaan
penanaman
modal
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Kegiatan: Persentase 100%
Pengendalian peningkatan
pelaksanaan pemenuhan
penanaman komitmen
modal yang penanaman
menjadi modal
kewenangan
daerah provinsi
Sub Kegiatan: Jumlah kegiatan 72%
Pengawasan usaha dari pelaku
penanaman usaha yang telah
modal dianalisa dan
diverifikasi data,
profil dan
informasi
kegiatan usaha
dari pelaku
dilakukan
inspeksi
lapangan, serta
dilakukan
evaluasi
penilaian
kepatuhan
pelaksanaan
perizinan
berusaha
Penyelesaian Jumlah 100%
permasalahan penyelesaian
dan hambatan permasalahan
yang dihadapi dan hambatan
pelaku usaha yang dihadapi
dalam pelaku usaha
merealisasikan dalam
kegiatan merealisasikan
usahanya kegiatan
usahanya
Bimbingan teknis | Jumlah pelaku 100%
kepada pelaku usaha yang
usaha mengikuti
bimbingan
teknis/sosialisasi
implementasi
perizinan
berusaha
berbasis risiko
dan pengawasan
perizinan
berusaha
berbasis risiko
Program Persentase data 100% Menunjang
pengelolaan data | informasi
dan sistem penanaman
informasi modal yang
penanaman terpenuhi sesuai
modal kebutuhan
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Kegiatan: Urusan | Jumlah data dan 100%
pengelolaan data | informasi
dan informasi perizinan dan
perizinan dan non perizinan
non perizinan penanaman
penanaman modal yang
modal yang terintegrasi pada
terintegrasi pada | tingkat daerah
tingkat daerah provinsi
provinsi
Sub kegiatan: Jumlah data dan 100%
pengolahan, informasi
penyajian dan perizinan
pemanfaatan berbasis sistem
data dan pelayanan
informasi perizinan
perizinan berusaha
berbasis sistem terintegrasi
pelayanan secara elektronik
perizinan yang diolah,
berusaha dikaji dan
terintegrasi dimanfaatkan
secara elektronik
Meningkatnya Indeks kepuasan 105,75% Program Persentase 100% Menunjang
kualitas masyarakat pelayanan perizinan dan
pelayanan pelayanan perizinan penanaman non perizinan
perizinan berusaha, perizinan modal yang diselesaikan
berusaha, dan non perizinan sesuai peraturan
perizinan dan perundang-
non perizinan undangan yang
yang cepat, berlaku
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
Kegiatan: Persentase jenis 100%
Penanaman izin dan non izin
modal yang yang terbit
ruang lingkupnya | sesuai
lintas daerah kewenangan
kabupaten/kota provinsi
Sub kegiatan: Jumlah pelaku 100%

penyediaan
pelayanan
perizinan
berusaha melalui
sistem perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara elektronik

usaha yang
mendapatkan
pelayanan
perizinan
berusaha melalui
sistem perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara elektronik
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Kegiatan:
Penanaman
modal yang
menurut
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
menjadi
kewenangan
daerah provinsi

Penyediaan dan
pengelolaan
layanan
konsultasi
perizinan
berusaha
berbasis risiko

Persentase jenis
izin dan non izin
yang dilayani
sesuai
kewenangan
provinsi

Jumlah pelaku
usaha yang
memperoleh
layanan
konsultasi
perizinan
berusaha melalui
sistem perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara elektronik

100%

100%

Dari beberapa kegiatan, ada 1 (satu) kegiatan yang terlihat tidak tercapai target
yaitu kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi, hal ini disebabkan sisa anggaran jasa
iklan/reklame, film dan pemotretan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan efisiensi
anggaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 22.565.196,00. Sedangkan untuk
sub kegiatan ada 1 (satu) sub kegiatan tidak tercapai target yaitu sub kegiatan
pengawasan penanaman modal hal ini disebabkan karena alamat pelaku usaha
sesuai daftar dari pusat banyak yang tidak bisa dihubungi sehingga alamat tidak

ditemukan.
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3.2. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana dan realisasi anggaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan

dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya tahun 2024 terlihat sebagaimana tabel berikut :

sumber daya air dan listrik

No Program, Kegiatan dan Sub Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian %
Kegiatan
1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
a | Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan:
- | Penyediaan gaji dan tunjangan 12,432,519,443 11,568,170,432 93.05
ASN
b | Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah
Sub Kegiatan:
- | Penyediaan komponen instalasi 12,599,100 12,573,600 99.80
listrik/penerangan bangunan
kantor
- | Penyediaan peralatan dan 54,132,600 41,928,900 77.46
perlengkapan kantor
- | Penyediaan bahan logistik 72,500,000 72,027,500 99.35
kantor
- | Penyediaan barang cetakan 15,014,600 13,559,900 90.31
dan penggandaan
- | Penyelenggaraan rapat 214,048,000 172,176,273 80.44
koordinasi dan konsultasi SKPD
¢ | Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan:
- | Pengadaan sarana dan 1,076,000 1,042,500 96.89
prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya
d | Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan:
- | Penyediaan jasa surat 2,472,000 2,060,000 83.33
menyurat
- | Penyediaan jasa komunikasi, 150,000,000 144,693,010 96.46
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- | Penyediaan jasa pelayanan 1,319,007,080 1,312,238,432 99.49
umum kantor

Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan:

- | Penyediaan jasa pemeliharaan, 549,440,700 455,639,800 82.93
biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan

- | Pemeliharaan peralatan dan 39,140,000 38,676,500 98.82
mesin lainnya

Program pengembangan iklim penanaman modal

Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi

Sub Kegiatan :

- | Penyusunan peta potensi 480,968,560 401,973,560 83.58

investasi provinsi

Program promosi penanaman modal

Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

provinsi

Sub Kegiatan :

- | Pelaksanaan kegiatan promosi

penanaman modal
kewenangan provinsi

260,993,800

160,484,999

61.49

Program pegendalian pelaksanaan penanaman modal

Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

provinsi

Sub Kegiatan:

- | Pengawasan penanaman
modal

297,725,000

164,938,000

55.40

- | Penyelesaian permasalahan
dan hambatan yang dihadapi
pelaku usaha dalam
merealisasikan kegiatan
usahanya

299,590,560

213,002,560

71.10

- | Bimbingan teknis kepada
pelaku usaha

545,834,000

534,684,000

97.96

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman
modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi

Sub kegiatan:
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- | Pengolahan, penyajian dan 106,084,280 106,084,280 100
pemanfaatan data dan
informasi perizinan berbasis
sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara
elektronik

Program pelayanan penanaman modal

Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan:

- | Penyediaan pelayanan 458,901,400 458,901,400 100
perizinan berusaha melalui
sistem perizinan berusaha

berbasis risiko terintegrasi

secara elektronik

Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
menjadi kewenangan daerah provinsi

Sub Kegiatan:

- | Penyediaan dan pengelolaan 155,186,420 143,766,420 92.64
layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko

Dari Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebesar Rp.17.467.233.543,00 terserap
sebesar Rp.16.018.622.066,00 atau 91,71% dengan persentase realisasi fisik
sebesar 99,55%. Sedangkan estimasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk 2 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut :

Tahun Alokasi Anggaran

No Anggaran Keterangan

Induk Perubahan

1 2025 20.171.142.940 -

2 2026 21.000.000.000 -
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian
tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Bali yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun
2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas
pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana
Strategis Tahun 2024 - 2026.

2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing
(PMA) di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase
peningkatan nilai investasi/penanaman modal untuk tahun 2024 tercapai
melebihi target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan karena
meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam
menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap

triwulan. Untuk pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
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pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama
indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan
dan non perizinan untuk tahun 2024 juga sudah tercapai melebihi target
yang direncanakan. Hal ini karena adanya komitmen pimpinan beserta
jajaran unit pelaksanaan pelayanan publik untuk selalu berupaya
memberikan pelayanan secara cepat, mudah, transparan dan pasti.
Belanja Langsung Tahun 2024 sebesar Rp. 17.467.233.543,00 terserap
sebesar Rp. 16.018.622.066,00 atau 91,71% dengan persentase
realisasi fisik 99,55%.

Langkah—-langkah atau strategi yang perlu dilakukan kedepannya

dalam upaya peningkatan capaian Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai
berikut :

1.

Membangun sistem potensi investasi, yang berisi database potensi
investasi yang menampilkan peta potensi (peluang investasi, potensi
komoditas, profil daerah, infrastruktur dan energi).

Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar
sektor dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai
stakeholder.

Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas
investasi yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami
kelambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi
antar sektor dan antar wilayah.

Pengembangan fasilitasi kemitraan/matchmaking di bidang penanaman

modal.
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5. Melakukan pengawasan dan lebih ditingkatkan terkait sosialisasi/bimtek
kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap
peraturan perundangan yang berlaku.

6. Koordinasi terkait kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota
lebih diintensifkan lagi.

7. Memberikan pelayanan selalu berpedoman pada SOP dan lebih
ditingkatkan lagi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana

prasarana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,
penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan

dan sub kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

Tujuan Sasaran/Capaian Program Target Kebijzkan Pragram Kegiatan Sub Keglatan Ket
Uraian Indikatar Target Uraian indikator 2024 2025 2026 Uraian indikator Uraian Indikator
Tujuan

1 2 3 4 5 3 7 4 9 pLH 11 12 13 14 15 16
1 |Terwujudnya Persentase 7,32% |Maningkatnya  [Nilai investast | 11,57 | 1237 | 1327 | - [Mendorong Program: Kegiatan: Persentase Sub kegiatan: Jumlah'kegiatan

peningkatan nilai {peningkatan nilai investasi kerjasama Pengendalian Pengendalian peningkatan Pengawasan usaha dari pelaku

investasi nilai investasi/ Penanaman promosi, pelaksanaan pelaksanaan pamenuhan penanaman modal  |usaha yang telah

Penanaman penanaman Modat Dalam pengawasan dan  {penanaman modal |peranaman modal |komitmen dianalisa dan

Modal Dalam modal Negeri (PMDN) pengendalian yang menfadi penanaman " |diverifikasi data,

Negeri (PMDN) dan Penanaman penanaman modal kewenangan daerah |modal profil dan informasi

dan Penanaman Modal Asing provinsi kegiatan usaha dari

Modal Asing
[PMA]) serta
optimalnya
sistem layanan
perizinan

{PMA) di Provinsi
Ball

Memberikan
insentif investas)

Penyelesaian
permasalahan dan
hambatan yang
dihadapi pelaku
usaha dalam
meraalisasikan
kegiatan uszhanya

pelaku dilakukan
inspeksi lapangan
serta dilakukan
evaluasi penilaian
kepatuhan
pelaksanaan
petizinan berusaha

Jumiah
penyelesalan
permasalaban dan
hambatan yang
dibadapi pelaku
usaha dalam
merealisasikan
kegiatar: usahanya




Jumtah proyek
barskala
nasianal
(PMDN/PMA]

Persentase
peningkatan
investor yang
mengajukan
permohonan
penaraman
rnodal di
provinsi ball

12,350

33%

12.650

33,5%

13.000

34%

Program:
Pengembangan
iklim penanaman
modal

Program: promosi
penanaman modal

Kegiatan: Penetapan
pemberian
fasilitasfinsentif di
bidang penanaman
modal yang menjadi
kewenangan daerah
provinsi

fegiatan:
Pembuatan peta
potensi investasi
provinsi

Kegiatan:
penyelenggaraan
promosi peranaman
modal yang menjadi
kewenangan daerah
provinsi

Tersedianya
produk hukum
daerah

Iumtah kajian
peta potensi dan
peluang investasi
berbasis jenis
usaha

Jumnlah dokumen
publikasi
promosi
peranaman
modal

Bimbingar teknis
kepada pelaku usaha

Sub Kegiatan:
Penetapan kebijakan
daerah dalam
pembertan
fasilitas/insentif dan
kemudahan
penanaman modal

Sub kegiatan:
Penyusunan peta
potenst investasi
provinsi

Sub keglatan:
penyusunarn strategi
promasi penanaman
modal kewanangan
provinsi

Subs kegiatan:
Pelaksanaan kegiatan
promosi penanarnan
modal kewenangan
provinsi

Jumlah pelaku
usaha yang
mengikuti
himhingan
teknis/soslalisasi
implementasi
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
pengawasan
perizinan berusaha
berhasis risiko

Jumlah peraturan
daerah/provinsi
dafam pemberian
fasilitas/insentif
dan kemudahan
penanaman rmodal

Jumtah dokumen
peta potensi
investasi provinst

Jumlzh dokumen
strategi promosi
penanaman modal
kewenangan
provinsi

Jumlah dokumen
hasil kegiatan
promosi
penanaman modal
pravinsi




Persentase 100% | 100% | 100% Program: Kegiatan: urusan Jumlah data dan |Sub kegiatan: Jumiah data dan
data informasl pengelolaan data  |pengelolaandata  |informasi Pengolahan, informasi perizinan
penanarnan dan sistem dan inforrast perizinan dan penyaiian dan berhasis sistem
madal yang informasi perizinan dan non  |non perizinan pemanfaatan data  {pelayanan
terpenuhi penanaman modal |perizinan penanaman dan informasi perizinan berusaha
sesuai penanaman modal  |modal yang perizinan herbasis  |terintegrasi secara
kebutuhan yang terintegrasi terintegrasi pada |sisterm pelayanan elektronik yang
pada tingkat daerah ftingkat daerah  jperizinan berusaha |diolah, dikaji dan
provinsi provinst terintegrasi secara  jdimanfaatkan
elektranik
Indeks 89,5 |Meningkatnya |Persentase 100% 100% 100% | - [Optimalisasi Frogram: Kegiatan: parsentase jenis |Sub kegiatan: lumlah pelaku
' |kepuasan kuzlitas perizinan dan pelayanan publik petayanan Penanaman modal  |izin dan nonizin [Penyediaan usaha yang
masyarakat pealayanan non perizinan yang cepat dan penanaman modal fyang ruang yang terbit pelayanan perizinan |mendapatkan
pelayanan perizinan yang mudah Iingkupnya lintas sesuai berusaha melalui pelayanan
perizinan berusahia, diselesaikan daerah Kabupaten/ [kewenangan sistem perizinan perizinan berusaha
herusaha, perlzinan dan sesuai provinsi berusaha berbasis  [melalui sister
perizinan dan non perizinan peraturan risiko terintegras! perizinan berusaha
non perizinan yang cepat, perundang secara elektronik berbasis risiko
efektif, efisien, Jundangan yang terintegrasi secara
transparan dan  berlaku elektronik
akuntabel
Kegiatan: Persentase jenis |Sub kegiatan: Jumlah pelaku
Penanaiman modal |izin dan nonizin |Penyediaan dan usaha yang
yang menurut yang dilayani pengelolaan layanan |memperoleh
ketentuan peraturan|sasuai konsultasi petizinan |layanan konsuitasi
perurdang- kewenangan berusaha berbasis  |perizinan berusaha
undangan menjadi  [provinsi risiko melalui sistem
kewenangan daerah perizinan berusaha
provinsi berbasis risiko
terintegrasi secara
elektronik
Nilai avaluasi 78,5 79 79,5 Program; Kegiatan: Jumlah dokumen jSub kegiatan: Jumiah dokumen
manajemen penunjang urusan | perencanaan perencanaan dan |penyusunan perencanaan
kinerja pemerintah daerah |penganggaran dan  |pelaporan kinerjs dokumen perangkat daerah
provinsi evaluasi kinerja perencarnaan
perangkat daerah perangkat daerah




Kegiatan:
administrasi
kauangan perangkat
daerah

Kegiatan:
Administrasi
kepegawaian
perangkat dzerah

Kegiatan :
administrasi urnum
parangkat daerah

Jumlah dokumen
administrasi
keuangan

Jumlak peserta
diklat

Persentase
fayznan
administrasi
umum perangkat
daerah

Sub kegiatan:
koordinasi dan
penyusunan
dokumen RKA- SKPD

Sub Kegiatan:
penyediaan gafi dan
tunjangan ASN

Sub Kegiatan:
pendidikan dan
pelatthan pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi

Sub kegtatan:
penyediaan
komponen
instalasifpenerangan
bangunan kantor

Sub kegiatan:
Penyediaan
peratatan dan
perlengkapan kantor

Sub kegiatan:
penyediaan hahan
loglstik kantor

Sub kegiatan:
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Jumlah dokumen
RKA-SKPD dan
laporan hasil
koordinast
penyusunan
dokumen RKA-
SKPD

Jumlah orang yang
menarima gaji dan
tunjangan ASN

Jumlah pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi yang
mengikut!
pendidikan dan
pelatihan

Jumnlah paket
komporen instailasi
listrik/penerangan
banguran kantor
yang disediakan

Jumiah paket
peralatan'dan
perlengkspan
kantor yang
disediakan
Jumiah paket
bahan logistik
kantor yang
disedfakan

Jumiah paket
barang cetakan dan
penggandaan yang
disediakan




Kegiatan:
pengadaan barang
milik daerah
panunjang urusan
pemerintah daerzh

Kegiatan:
penyediaan jasa
RENURjang urusan
pemerintahan
daerah

Kegiatan:
pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintahan
daerah

Jumnlzh barang
milik daerah
yang diadakan

Jurnlah jasa
penunjang
urusan
pemerintah
daerah

Jumiah barang
milik daerah
yang dipelihara

Sub kegiatan:
pehyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Sub Kegiatan:
pengadaan sarapa
dar prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainnya

Sub Kegiatan:
penyedizan jasa
surat menyurat

Sub keglatan:
Penyadiaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik

Sub kegiatan:
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor

Sub kegiatan:
penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan
pafak kendaraan
perorangan dinas

atau kendaraan dinas

jabatan

Jumiah laporan
penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan konsultasi
SkPD

Jumlah unit sarana
dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan {ainnya
vang disediakan

Jumlah faporan
penyediaan jasa
surat menyurat

fumilah laporan
penyediaan jasa
kornunikasi,
sumber daya air
dan listrik yang
disedizkan

Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor yang
disediakan

Jumiah kendaraan
perorangan dinas
atau kenclaraan
dinas jabatan yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya




Sub kegiatan:
pemelibaraan
peralatan dan mesin
lainnya

Sub kegiatan ;
Pemeliharaan/rehabi
litasi sarapa dan
prasarana
pendukung gedung
kantor atau
bangunan lainnya

Hurmiah peralatan
dan mesin lainnya
yang dipelihara

Jumiah sarana dan
prasarana
pendukung gedung
kantor-atau
hangunan lainnya
yang
dipelibara/direhahi
litasi




RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Sasatan Program Kegiatan Sub. Kegiatan Anggaran (Rp)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator | Target Uraian '"d'g;i;:{'a:e”a Target Uralan '"sd‘ft:;g'i(;igga Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya nilai |- Persentase 4,55% |Pengembangan |Jumlah proyek | 12.350 | - Pembuatan peta |- Jumtah kajian pata 2 Penyusunan  [Jumlah 2 480,968,560
investasi peningkatan nilai iktirn herskala proyek potensi investasi potensi dan peluang | dokurmen |peta potensi dokumen peta |dokumen
Penanaman Modal| investasifpenanaman penanaman nasional Provinsi investasi berbasis investasi potensi investasi
Dalam Negeri modal modal {PMDN/PMA) jenis usaha provinsi Provinsi
{PMDN) dan
Penanaman Modal
Asing (PMA) di
Provinsi Bali
Promesi Persentase 33% Penyselenggaraan |- Jumlah dokumen i Pelaksanaan {Jumlah 1 285,448,580
penanaman peningkatan promosi publikasi promosi | dokumen [kegiatan dokumen hasil | dokurmen
modal investor yang penanaman modal| penanaman modal promosi kegiatan
mengajukan yang menjadi penanaman promosi
permohonan kewenangan modal penanaman
penanaman daerah provinsi kewenangan |rmodal provinsi
modal di provinsi
Provinsi Bali
Pengendalian  |Nilai investasi | 11,6 T Pengendalian - Persentase 1% |Pengawasan . |Jumlah kegiatan 100 297,725,000
pelaksanaan pelaksanaan peningkatan penanaman usaha dari Kegiatan
penanaman penanaman modal| pemenuhan moedal pelaku usaha ussha
rmedal yang menjadi komitmen yang telah
kewenangan penanaman modal diaralisa dan
daerah provinsi diverifikasi data,
profit dan
informasi
kegiatan usaha
dari pelaku
dilakukan
inspeksi
lapangan serta
dilakukan
evaluasi
penitaian
kepatuhan
pelaksanaan
perizinan
berusaha




Anggaran {Rp)

Sasaran Program Kegiatan Sub. Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian tndikator Target Uraian Indlr(aet;)‘rai::erja Target Uraian Ing:lkba?;gl?;?::f 3| Terget
2 3 4 5 & 7 ) 9 10 11 12 13 14
Penyelesaian  [Jumlah a 289,590,560
permasalahan |penyelesaian Kegiatan
dan hambatan [permasalahan usaha
yang dihadapi |dan hambatan
pelaku usaha |yang dihadapi
dalam pelaku usaha
merealisasikan |dalam
kegiatan merealisasikan
usahanya kegiatan
usahanya
Bimbingan Jumlah peiaku 325 545,834,000
teknis kepada |usaha yang pelaku
pelaku usaha |mengikuti usaha
bimbingan
teknis/sosialisasi
implementasi
perizinan
berusaha
berbasis risiko
dan
pengawasan
perizinan
berusaha
berbasis risiko
Pengelolaan Persentase 100% [ - Urusan - Jumlzah data dan 2 Pengolahan, [Jumizh data dan 2 106,084,280
data dan sistem |data informasi pengelolaan data informasi perizinan | dokumen |penyajian dan  |informasi dokumen
informasi penanaman dan informasi dar non perizinan pemanfaatan |perizinan
penanarman modal yang perizinan dan ron | penanaman modal data dan berbasis sistem
modal terpenuhi perfizinan yang terintegrasi inforrmasi pelayanan
sesuai penanaman modal| pada tingkat daerah perizinan perizinan
kebutubian yang terintegrasi provinsi berpasis sistem|berusaha
pada tingkat pelayanan terintegrasi
daerah provinsi perizinan secara
berusaha elektronik yang
terintegrasi diotah, dikaji
secara dan
elekironik dimanfaatkan




Anggaran (Rp)

Sasaran Program Kegiatan Sub. Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator | Target Uraian Ind:l}(;t;rait*::erja Target Uraian ]ng:'kba:;;:::;] a) Target
2 3 4 ) & 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya - Indeks Kepuasan 88,50 |Pelayanan Persentase 100% | - Penanaman - Persentase jenis izin | 100% |Penyediaan Jumlah pelaku 400 458,901,400
kualitas pelayanan | Masyarakat {nilai) |penanaman perizinan dan medal yang ruang | dan non izin yang pelayanan usaha yang pelaku
perizinan pelayanan perizinan modal non perizinan lingkupnya fintas terbit sesuai pefizinan mendapatkan usaha
berusaha, berusaha, pefizinan yang daerah kewenangan berusaha pelayanan
perizinan dan non | dan pon perizinan diselesaikan Kabupaten/Kota Provinsi melalui sistem |[perizinan
perizinan yang sesuai perizinan berusaha
cepat, efektif, peraturan berusaha melalui sistem
efisien, transparan perundang- berbasis risiko [perizinan
dan akuntabal undangan terintegrasi berusaha
yang berlaku secara berbasis risiko
elektronik terintegrasi
secara
elektronik
- Penanaman - Persentase jenis izin | 100% |Penyediaan  [Jumlah pelaku 10 155,186,420
modal yang dan non izin yang dan usaha yang pelaku
menurut ketentuan| dilayani sesuai pengelotaan memperoleh usaha
peraturan kewenangan layanan layanan
perundang- provinsi konsultasi konsultasi
undangan menjadi perizinan perizinan
kewenangan herusaha berusaha
daerah provinsi berbasis rislke |melalui sistem
perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara
elektronik

Bali, 13 Ma[gt 2024
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR: 3741 TAHUN 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Neomor PER/09/M.PAN/S5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dengan berakhimya
masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 dan akan dimulainya Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856;



Menetapkan

KESATU

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842j;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2021 teniang Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomeor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
{(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keria
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
Nomor 25).

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu 8Satu Pintu Provinsi Bah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk
menyusun rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

KETIGA Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh
Sekretaris dan Fungsional Madya, disampaikan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali,

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 16 Nopember 2023

~." AR SEaNaman oL,
SR AL Avanan ey,
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Tembusan keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali, sebagai laporan

2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali

6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
PERIODE 2024-2026

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugashya.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

i. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu saty pinfu yang menjadi kewenangan Provinsi;
Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya,

9ok eN

INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

efisien, transparan dan akuntabel

perizinan

NO AR PR TR TR PENJELASAN {(ALASANYFORMULA SUMBER DATA | KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS/HASIL UTAMA JAWAR
(OUTCOME)
1. Meningkatnya nilai investasi -Persentase peningkatan
Penanaman Modal Dalam Negeri l:r:l:é;rlwes!as ResATHRAN Jumlah Nilai Investas! Tahun Evaluasi — Jumlah Nilai Investasi Tahun sebelum Evaluasi L00% Kepala Dinas Press Rilis
{PMDN} dan Penanaman Modal Jumiah Nilai [nvestasi Tahun sebeium Evaiunasi & Kementerian
Asing (PMA) di Provinsi Bali InvestasiBKPM
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan -Indeks Kepuasan
perizinan berusaha, perizinan dan Masyarakat pelayanan Total nilai persepsi per unsur x Nilai Perimbang Kepala Dinas Kuisioner yang
non perizinan yang cepat, efeklif, perizinan berusaha, Total unsur terisi diisi oleh
perizinan dan hon pemohon izin




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. I WAYAN SUMARAJAYA, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama i S. M. MAHENDRA 3AYA
Jabatan : Pj. GUBERNUR BALI
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi,

Bali, 22 Pebruari 2024
Pihak Pertama

PENANAMAN MODAL
AN TERPADU SATU PINTU

7
=DES X WAYAN SUMARAJAYA, M.Si
EMBINAZTANA MUDA (1v/c)

NIP. 19680224 198903 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Meningkatnya nilai investasi | - Persentase peningkatan nilai | 4,55%
Penanaman Modal Dalam Negeri investasi/penanaman modal

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA) di Provinsi Bali

2 | Meningkatnya kualitas pelayanan| - indeks kepuasan masyarakat | 88,50
perizinan berusaha, perizinan dan non pelayanan perizinan berusaha, | (Nilai)
perizinan yang cepat, efektif, efisien, perizinan dan non perizinan

transparan dan akuntabel




NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
1. | Pengembangan Ikiim Penanaman Modal 480.968.560 APBD
2. | Promosi Penanaman Modal 285.448.560 APBD
3. | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 1.143.149.560 APBD
Modal
4. | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 106.084.280 APBD
Penanaman Modal
5. | Pelayanan Penanaman Modal 614.087.820 APBD
8. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.708.791.08C APBD
Provinsi
JUMLAH 17.338.529.860 APBD

Bali, 22 Pebruari 2024




OMBUDSMAN

.~ REPUBLIK INDONESIA

PIA ZNGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

Ja ovem ber 2024

: L) epubllk Indonesia | 97526 ]
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ZONA HIJAU

s Nafih, S.H., M.Hum., Ph..D. KUALITAS TERTINGGI
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